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Abstrak

This study reviewed the bureaucratic reform model that can be built

by adopting local values in Lampung Province. This value is derived

from the principle Piil Pesenggiri of principles several principles,

including Bejuluk Adek (Principles of Success), Nemui Nyimah

(Choice Principles), Nengah Nyappur (Principle of Equality), Sakai

Sambaian (Principles of Cooperation). Adoption Model of local

values in the reform of local government bureaucracy were identified

to do is conciliative approach. The approach was chosen because it

provides direction change for the better effectiveness, as well as their

patterns of formal legal peacefully adopted to minimize conflicts that

can frustrate change in culture and customs bureaucracy.

Kata Kunci: Reforms, Local Values, Local Wisdom.
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Hasil

 Dalam model adopsi nilai-nilai lokal dalam reformasi

birokrasi pemerintah daerah diterapkan melalui

pendekatan jalan damai (conciliative approach).

Pendekatan tersebut dipilih karena lebih efektif, serta

meminimalisir pertentangan yang dapat menggagalkan

perubahan budaya dan kebiasaan birokrasi.

 Uji coba Model kepada Bagian Organisasi Pemprov

Lampung dan Kec. Buay Bahuga berkesimpulan bahwa

konfigurasi komponen model dan stategi penerapan

model dapat meningkatkan efektivitas penerapan model

reformasi birokrasi berbasis nilai lokal bagi para aparatur.

 Evaluasi model dan strategi implementasi model

diarahkan kepada penguatan kondisi lingkungan

organisasi pemerintah daerah melalui program

reorganisasi dan rekulturisasi, serta prakondisi latar

belakang personal aparatur sebagai factor eksternal yang

bersinggungan dengan model tersebut.

Pendahuluan

 Aspek sosial budaya dalam birokrasi maupun yang melingkupi

birokrasi turut serta berperan mempengaruhi proses reformasi

birokrasi.

 Kegagalan penerapan sistem-sistem barat yang diadopsi

negara berkembang disebabkan oleh tidak sinkron atau kurang

memperhatikan aspek sosial budaya (Kartiwa, 2005).

 Budaya birokrasi tersebut juga terkadang diwarnai oleh kearifan

lokal yang ada di suatu daerah. Oleh karena itu solusi reformasi

budaya birokrasi memiliki potensi untuk bersumber dari kearifan

lokal yang terdapat pada suatu daerah.

 Nilai-nilai lokal yang bermuatan prinsip kehidupan selama rentang

waktu yang lama diharapkan dapat menjadi elemen pelekat

perubahan perilaku dalam reformasi birokrasi di Indonesia.

Metode Riset

Penelitian ini melakukan pengumpulan data melalui tiga cara:

studi pustaka, wawancara dengan para informan, FGD dan

dokumentasi lapangan. Selain itu, pengumpulan data

sekunder, diantaranya identifikasi model reformasi birokrasi,

juga analisis beberapa model best practices yang sudah

dirumuskan, dikembangkan atau diterapkan. Analisis yang

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan model analisis

interaktif Miles dan Huberman (1992) dengan prosedur

kerja reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan

penarikan simpulan.
Kesimpulan

 Model Reformasi Birokrasi dapat dibangun dengan

mengadopsi Prinsip Piil Pesenggiri yang diantaranya

Bejuluk adek (Prinsip Keberhasilan), Nemui Nyimah

(Prinsip Penghargaan), Nengah Nyappur (Prinsip

Persamaan), Sakai Sambaian (Prinsip Kerjasama)..

 Hasil dari pengujian model kepada para ASN diketahui

jika model tersebut mampu secara efektif diterima dan

berkeyakinan mampu mendorong reformasi birokrasi.

Begitu pula strategi implementasi modelnya.

 Implikasi penerapan model ini terhadap reformasi

birokrasi di pemerintah daerah adalah dapat mendorong

perubahan sikap secara sukarela, namun jika setengah-

setengah akan menciptakan kepura-puraan saja.

Penerimaan Model

Identifikasi Nilai-nilai Birokrasi yang Diadopsi Dari Nilai Budaya Lampung

Model Adopsi Nilai-Nilai Lokal Dalam Rangka Reformasi Birokrasi di Prov. Lampung


